
Kesepakatan kerjasama pengukuran kompetensi

Pemenuhan kompetensi pengelola LSp pDN DIy 3

paper/artikel tentang pelayanan
pengukuran kompetensi 1 artikel

YOGYAttRTA
KEPECAWAIAN DAERAH



Sistem informasi aplikasi kepegawian terpelihara
dan update 3 aplikasl

Validasi data nominaHf PNS per OPD 2 kali

14 PROCRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM DAN
PENGEMBANGAN KARIR
PECAWAI

Pengembangan Profesionalisme
Aparatur

Rp 3,172,348,000.00 SDM aparatur yang memenuhi standar
kompetensi iabatan (daa PNS yang mengikuti
diklat, tugas belajar, iJin belajar, keterangan
belajar, iiin luar negeri, ujian dinas dan sekolah
kedinasan 150 orang

Terselenggaranya Pengembangan
Profesionalisme Aparatur sesual
prosedur 100%

PROCRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDヽ l DAN

PENGEMBANGAN KARIR
PECAWAI

Pengelolaan fabatan dan Perpindahan

Aparatur
Rp l,663,880,000.00 Pengisian f abatan Administrator (Eselon IIIJ,

Pengawas (Eselon lV dan V), dan Kepala Sekolah
1105 iabatan

Pengelolaan f abatan dan Perpindahan
Aparatur Sesuai Standart 100%o

Pengisian fabatan Fungsional 5700 jabatan

Pcngisian fabatan Pelaksana 3911 jabatan

Pengisian iabatan pimpinan tinggi 1 IPT Madya
dan r( rDT Dr-t.6,

Perpindahan aparatur (mutasi) PNS 100 PNS

PROGRAM PEMBINAAN
KEDUDUKAN HUKUM DAN
KESEIAHTERAAN PECAWA:

Pengelolaan Kesejahteraan dan

Penghargaan Aparatur
Rp 2,244,398,000.00 FasnitasilKK/JKM 10 orang Pengelolaan Keselahteraan dan

Penghargaan Aparatlur Sesual
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Lomba olahraga ASN DIY 4 cabang lomba

MTQ ASN DIY (Tartil, Tilawah, Tartil, Dalnrrah) 4
cabanq lomba
Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 500
orang

Pengiriman Atlit Pornas Korpri 300 orang

Peningkatan kinerja organisasi dan aparatur
(hasil penilaian TPP), Sosialisasi dan Bimtek
penilaian kineria aparatur, sosialisasi dan Bimtek
TPP, Pendampingan TPP untuk UP di OPD 110
Pepawai

PROGRAM PEMBINAAN
KEDUDUKAN HUKUM DAN
KESEIAHTERAAN PEGAWAI

Penegakan Disiplin Aparatur Rp Binttek PNS 150 PNS Terlaksananya Penegakan Disiptin
Aparatur sesuai Prosedur 10090

Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
.61-h^ I rah'rn 11 Lac'.e
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Penetapan hukum pegawai 200 surat

Pengelolaan LHKPN 100%

PROGRAM PENINGKATAN
PENATAUSAHAAN
KEPECAWAIAN DAERAH

Pengelolaan Sertifikasi Mutu dan
Dokumentasi Aparatur

Rp 691,30■000.00 Alih media kepegawaian ke arsip elektronik 1

paket
Pengelolaan Sertifi kasi Layanan Mutu
Sesuai Standart 1007o

Kartu identitas ftaris/karsu dan karpeg) 300

kartu
Layanan pelanggan meningkat melalui sertifi kasi

layanan mutu 1 laporan
Pemeliharaan aplikasi arsip 1 aplikasi

Tata kelola dokumen kepegawaian perorangan

dan kolektif400 SK

19 PROGRAM PENINGKATAN
PENATAUSAHAAN
KEPECAWAIAN DAERAH

Pengelolaan Kepangkaan dan Pensiun Rp 730,192,000.00 Kenaikan pangkat Akurat dan Tepat Waktu 900

PNS

Pengelolaan Kepangkatan dan
Pensiun sesuai Prosedur 1000/o

Pembekalan PNS Calon Pensiun BUP l Tahun 700

PNS

Pemensiunan Pegawai Akurat dan Tepat Waktu

700 PNS

Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Periode

PROGRAM PENGELOLAAN
PENGUKURAN KOMPETENSI
PECAWAI

Pengukuran Kompetensi Pegawai Rp l,236,022,000.00 Kcsesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil
kompetensi dalam DIY 716 orang

Terselenggaranya Pengukuran

Kompetensi Pegawai Standart 100%o

Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil
kompetensi luar DIY 260 orang

Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabaan profil
potensi luar DIY 200 orang

Simulasi assessment center 1 paket

PROGRAM PENGELOLAAN
PENGUKURAN KOMPETENSI
PECAWAI

Pembinaan lGpasitas dan Kemitraan
Pengukuran Kompetensi Pegawai

Rp 605,000,000.00 Keriasama melalui upaya promosi dan

penyelenggaran workshop pengembangan

kemitraan 2 kali

Terlaksananya Pembinaan Kapasitas

dan Kemitraan Pengukuran
Kompetensi Pegawai Sesuai Standart
l00o/o

Kompetensi sumber daya assessor melalui diklat
dan pelatihan 1 tahun I orang

Pemahaman tentang lembaga sertifikasi profesi

30 orang
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PELAPORAN CAPAIAN
KINERIA DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tatlun
cnyusunan LapOran Kl■ etta SKPD Rp lo,ooo,ooo.oo Realisasi sesuai dengan anggaran k"s yrrrg telah

ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan
Nllai LKiIP:A

IPROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERIA DAN PELAPORAN

KEUANGAN

Penyusunan taporan l<zuangan SXPD- Rp 40,000,000.oo Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah
ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan

Laporan keuangan SKpD dengan
deviasi 5%

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANCAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN

KINERIA DAN「ELAPORAN
KEUANGAN

Penyusunan Rencana program
Kegiatan SKPD serta pengembangan

Data dan Informasi

RP 145,000,000 oo Forum Perencanaan OpD 1 kali Kesesualan perencanaan tahunan
dengan tahap RpfMD tahun 2020

ROPK Renja, Renstra, Rl(A, DpA yang sesuii
dengan aturan yang berlaku

Dokumen perencanaan SKPD TA
2020 d,an Perubahan TA2019

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANCAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN

KINERIA DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

Program Kegiatan SKpD
Кp l Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah

ditetapkan pada 9 program 22 kegiatan
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan alokasi anggaran kas
l00o/o

PROGRAM PERENCANAAN′
PENGADAAN PECAWAIDAN
PENGELOLAAN DATA
KEPECAWA:AN

Perencanaan dan pengadaan Sumber
Daya Aparatur

Кp l,241,433,000.oo Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai i
dokumen

Terselenggaranya Pererlcanaan dan

Pengadaan Sumber Daya Aparatur

Sesuai standart 1000/n
Rekrutmen Pegawaisesuai fOrtta.400 orang

PROGRAM PERENCANAAN,
PENCADAAN PEGAWAI DAN
PENGELOLAAN DATA
KEPECAWAIAN

Rp 1,487,507,000.00 Blue pHnttata kelola ttstem informasi ASN Pemda

DIY l dOkumen
Penge101aan sistem infOrmasi serta

Dokumentasi Aparatur Sesual

Standart loo%

ID Card PNS Pemda DIY 12.100 1D Card

Pegadaan mesin presensi 6 unit

Pelatihan pengelola administrasi kep"g"."i"r, 1
kali 485 orang

Pemeliharaan mesin presensi 24g unit

Rekapitulasi data ASN pemda Dty dan
Kabupaten/Kota 12 laporan
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Bendera merah putih kipas sedang 4 buah

Filling Cabinet 4 buah

io Komunikasi 1 buah

Soundsystem 1 buah

umbul umbul 4 buah

PROCRAM PENINGKATAN
RANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan Rumah dan Gedung
IGntor

Rp l,168,123,000.00 Pemeliharaan drainasc dan pemasangan conblok
1 paket

rumah dangedung

Pemeliharaan drainase dan pemasangan konblok
1 paket

Pemeliharaan instalasi listrik 5 paket

Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor
BKD 1 tahun

Pemeliharaan rutin dan berkala gedung mutasi,
pl'ngembangan dan khp 1 paket

Pemeliharaan tanaman 1 tahun

Pcnambahan selasargedung tengah 1 paket

tan gedung arsip 1. paket

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan Kendaraah
Dinas/Operasional

Bahan bakar minyak,gas dan pelumas 1 tahun

fasa service kendaraan dinas/operasional 1 tahun

Penggantian suku cadang kendaraan
dinas/operasional 1 tairun

Pemeliharaan alat-alat kantor 1 tahun

n mebalair sesuai kebutuhan 10096

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan

Rp 24,61



Program dan Keglatan 2019
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PROGRAM ADMINISrRASI
PERKANTORAN

Penyediaan fasa, Peralata& dan
Perlengkapan Perkantoran

Rp l,425,640,000.00 Alat Tulis Kantor 60 jenis Administrasi perkantoran yang
tersedia sesuai dengan kebutuhan
l00o/o

Bahan Bacaan (langganan surat kabar) 2 jenis

Barang cetakan dan penggandaan 21 ienis

Fumigasi 3 ruang arsip

fasa kebersihan kantor 1 tahun

fasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik 1

tahun

lasa surat menyurat dan paket pengiriman 1

tahun

Konrponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 24 jenis

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional (roda dua 4 unitdan roda47
unit) 1 tahun

Pengclolaan arsip dinamis SKPD 6 bidang

Pcralatan dan pcrlengkapan kantor 25 ienis

Peralatan rumah tangga 19 jenis

PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN
Penyediaan lasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran
Rp 382,310,000.00 Kinerja 15 orang pengelola keuangan, pengelola

kepegawaian dan pengelola barang 1 tahun
Tersedianya pelayanan perkantoran
yang prima 1000/o

Kinerla 9 orang tenaga keamanan
kantor/gedung/tempat kerja 1 tahun

PROCRAM ADMINISTRASI
PERKANTORAN

Penyediaan Rapat-RapaE Koordinasi
dan Konsultasi

Rp 400,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman [rapat dan
tamul l tahun

Kelancaran koordinasi dengan pihak

terkait 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah 1 tahun

4 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Rp 296,030,000.00 Almari 4 buah Terlaksananya Pengadaan dan
Perlengkapan lGntor 100%

Bendera Merah putih 2 buah

bendera merah putih kipas 10 buah
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Sasaran Prog.alnTa" kegiatan

Perangkat Daerah Provinsi
disusun berdasarkan Pendekatan
kinerja, perencanaan dan

Densanggaran terPadu.
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Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebifakan- Renja Perangkat Daerah

Badan KePegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yoryakarta

Penentuan isu-isu Penting
penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah
prounsl.

Pembentukan tim PenYusun
Renja Perangkat Daerah Provinsi
dan Agenda Kerja Perangkat

Pengolahan data dan informasi.

is garnbaran PelaYanan
Perangkat Daerah

hasil evaluasi renja-
Perangkat DaerahvProvinsi tahun
lalu berdasarkan Renstra-

Perumusan tujuan dan sasaran.

Penelaahan usulan masYarakat.

Perumusan kegiatan Piioritas.

Daerah/Lintas Perangkat Daerah

kegiatan Perangkat Daerah
provinsi dengan usulan Progran
dan kegiatan hasil Musrenbang

tr{empeffianta*ator dan target
kineda program dan kegiatan
Perangkat Daerah provinsi scsuai

dengan tugas dan fungsi

kegiatan antar Perangkat Daerah

provinsi dalam rangka
optimalisasi PencaPaian sasaran

sesuai dengan kewenangan dan

program dan keglatan pnOritas

berdasarkan Pagrr indikatif

」



Rencana Kerla Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstlmewa Yogyakarta

merupakan penlabaran dari Rencana strategis yang penyusunannya telah mengacu

pada dOkumen RPIMD DIY Tahun 2017‐
2022, Penlabaran ini diharapkan dapat

mettadi pedOman perencanaan dan pelaksanaan prOgram dan ke」
atan 3adan

Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta dalam Tahun 2019

Rencana Kela ini merupabn salah satu alat untuk perencanaan2
pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Oleh

Organisasi Perangkat Daerah,Penyusunan Rencana Ke,a setiap tahun diharapkan

akan lebih memfokuskan pencapaian target ldnerla sebagaimana akan dicapai pada

akhir proses pembangunan pemenntah daerah Adanya perencanaan ini akan

memudahkan pelaksanaat pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selattutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Ke,a ini belum

sempurna,Oleh karena itu saran dan masulcan sangat kami harapkan agar dalam

penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akanlebih baik

BAB IV

PENUTuP
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g.    Tercapainya peningkatan kapasitas dengan pelaksanaan sertiflkasi

profesi yang ada di lingkungan Pemda Daerah lstimewa Yogyalcana 30

oran3

h.   Terpublikasinya paper/ardkel tentang pelayanan pelanggan pengukuran

kOmpetensi l artikel

Kelompok sasaran Kegiatan

KelompOk sasaran prOgram dan keglatan Badan Kepegawaian Daerah

Daerah lstimewa Yogyakarta melipud:

1.  PNS dan CPNS pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta

2. PNS Kabupaten/Kota

3,  Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa

Yogyakarta

4  1nstansi mitra kerla

5,  Instansi vemkal

6  PNS diluar Pemenntah Daerah Daerah lstlmewa Yogyakarta

7  Masyarakat umum

8  Barang_barang inventaris Daerah

9.  Lingkungan kantOr

10 PrOgram dan Ke」 atan Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa

Yogyakarta

47



e, Terlaksananya lomba olahraga ASN DIy S cabang lomba dan MTQ ASN
DIy 4 cabang Iomba;

f. Usulan dan pemberian penghargaan Satya Lancana I(arya Satya
terhadap 550 orang;

g. peningkatan kinerja organisasi dan aparatur sebanyak 4 kali;
h. Peningkatan pemahaman penilaian kinerja aparatur Z ZO perawaii
i, Tersedianya informasi program pelayanan dan pengurusan Taperum

bagi pNS 25 pegawai;

j. TCdan pengiriman atlet PORNAS KORpRI 64 orang;

4. Program peninglGtan penatausahaan Kepegawaian Daerah
a. Layanan pelanggan meningkat melalui sertifikasi layanan mutu 1 laporan;b. Penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat 1 laporan;
c. Tertanganinya dokumen kepegawaian yang terintegrasi ZO.SO0 SK
d. Penanganan arsip file kepegawaian perorangan dan kolektif

sebanyak 400 Sk;

e. Alih media arsip kepegawaian ke arsip elelitronik 1 pakeq
f. Pemeliharaan l aplikasi arsip;
g. Kartu identitas fl<aris/karsu dan karpegJ 250 kartu;
h. Pemrosesan SKkenaikan pangkat pNS tepat waktu 900 orang;
i. Pemensiunan pNS tepat waktu 700 orang;

i. Pembekalan pNS calon pensiun BUp l tahun 700 orang.

5. Program pengelolaan pengukuran Kompetensi pegawai
a. Data potensi luar DIy 200 orang;

b. Daa kompetensi luar DIy 260 orang;
c, Data kompetensi dalam DIy 716 orang;
d. Simulasi assessment center l paket;

e. Tercapainya kesepakatan pengukuran kompetensi pegawai z
kesepakatan;

f, Tercapainya peningkatan kapasitas assessor dengan berbagai diklat dan
pelatihan assessor dan non assessor 1 tahun;
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D. INDIKATOR IONERJA UTAMA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Sffategis Badan
Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yos,akarta Tahun 2OL7_2022, Indikator
Kinerja Utama dari Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yogyakarta yang
dijabarkan dalam masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan Data
Kepegawaian

a. Tercapainya pemenuhan pegawai hasil rekruitmen 200 orang;
b. Formasi dan proyeksi kebutuhan pegawai dengan 2 dokumery
c. Blue print tata kelola sistem informasi ASN pemda 1 blue print;
d. pemeliharaan jaringan, akses internet dan intranet pemda Dly 3 sistem;
e. Pemeliharaan mesin presensi 24g mesin;
f. pengadaan mesin presensi 5 unig
g. ID Card pNS pemda DIy 12.500.

2. Program peningkatan Kualitas SDM dan pengembangan IGrir pegawai
a. pengisian 

Jabatan pimpinan Tinggi 1 JpT Madya,45 rpT pratama;

b. Pengisian Jabatan Administrasi 9 Eselon III), pengawas (Eselon IV dan
V), dan Kepala Sekolah 1105 /abatan;

c. pengisian labatan Fungsional SZ0O Jabatan;
d. pengisian 

Jabatan pelaksana 3911 labatan;
e. Perpindahan Aparatur (mutasi) pNS 100 pNS;

f. Laporan analisis kebutuhan diklat 1 dokumen;
g. SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi iabatan (data pNS

yang mengikuti diktat, tugas belajar, ijin belajar, keterangan belajar, ijin
luar negeri, ujain dinas, sekolah kedinasan) 350 orang.

3. Program pembinaan Kedudukan Hukum dan Keseiahteraan pegawal
a. Terfasilitasinya fKK/fKM 10 orang;

b. Penurunan kasus-kasus pelanggaran hukuman disiplin pNS 14 kasus;
c. Sosialisasi peraturan kepegawaian yang baru terhadap 150 pNS;

d. Bimtek pengisian e-LHKpN;
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5. Program peningkatan Kualitas SDM dan pengembangan Karir pegawai
a. pengelolaan 

/abatan dan perpindahan Aparatur
b. pengembanganprofesionalismeAparatur.

6. Program pembinaan Kedudukan Hukum dan Keseiahteraan pegawai
a. Penegakan Disiplin Aparatu4

b, Pengelolaan Kesejahteraan dan penghargaan Aparatur.

7. Program peningkatan penatausahaan Kepegawaian Daerah
a. Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi;
b. Pengelolaan Kepangkatan dan pensiun.

8, Program pengelolaan pengukuran Kompetensi pegawai
a. pengukuran Kompetensi pegawai;

b. Pembinaan lGpasitas dan Kemitraan pengukuran Kompetensi.

Lokasl program dan Kegiatan :

I Program dan 21 Kegiatan pada tahun anggaran 2019 d aksanakan di
Yoryakarta direncanakan dan diusulkan ke Gubernur melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yogyakarta sebesar :

Belanja Tidak Langsung Rp. 270.324.367.70g,00

Belania Langsung Rp. 18.891.S86.000,00

Iumtah Rp.t r.Zis.rss.rG^oo

(Dua Ratus Dua puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan
Ratus Lima puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)
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5. Program peningkatan Kualitas SDM dan pengembangan IGrier pegawai;
6. Program pembinaan Kedudukan Hukum dan Keseiahteraan pegawai;
7. ProgrampeningkatanpenatausahaanKepegawaianDaerah;

8. Program pengelolaan pengukuran Kompetensi pegawai.

Rencana Kegiatan yang diusulkan pada tahun 2019 yang merupakan
peniabaran dari g program dan 21 Kegiatan adalah sebagai berikut ini :

1. ProgrampelayananAdministrasiperkantoran;

a. penyediaan 
Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran;

b. Penyediaan rasa pengelola pelayanan perkantoran;

c. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatu$
a, pengadaan Gedung Kantoc

b. pengadaan Mobil Dinas untuk Kepala;

c. pengadaan peralatan dan perlengkapan;

d. pemeliharaan Rumah dan Gedung l(antor;
e. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;

f. pemeliharaanKendaraanDinas/Operasional.

3. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kineria
dan Keuangan dan Keuangan

a. pen5rusunan Laporan Kinerja SKpD;

b. penyusunan Laporan Keuangan SKpD;

c. penSrusunan Rencana program Kegiatan SKPD serta pengembangan Data
dan Informasi;

d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Kegiatan SKPD.

4. Program perencanaan, pengadaan pegawai dan pengelolaan Data
Kepegawaian

a. perencanaan dan pengadaan Sumber Daya Aparatuc
b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
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2

3

berkaitan dengan dokumen kelengkapan pensiun serta dibenkan

Wawasan lain sebagai bekal kesiapan menghadapi masa purna tugas.

Sedangkan pembekalan keル νlrausahaan dilakukan dengan pettaringan
minat dan bakat pegawai calon pensiun  Pelaksanaan pembekalan

kewirausahaan ba」
 PNS calon pensiun diharapkan sesuai dengan ininat

dan ketertarlkan pegawai ca10n pensiun yang tentunya akan berguna

sebagai bekal pegawai untuk menghadapi masa pensiun, Pada kurun

Waktu  tertentu  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  eFekti宙

taspelaksanaan keglatan ini

ll. Menlngkatkan sarana Prasarana

Sudah terbangunnya gedung arsip kepegawaian yang juga telah

difungsikan.  untuk selanJutnya sudah dilakukan kegiatan DED

Pembangunan gedung kantOr Badan Kepegawaian Daerah Daerah

IStimewa Yogyakarta dan juga penyempurnaannya di tahun 2015 dan

tahun 2016. untuk pelaks・
anaan pembangunan gedung kantor Badan

Kepegawaian Daerah DIY masih menunggu persetujuan TAPD dan juga

kOndisi keuangan daerah Tahun 2017 yang sedianya sudah mulai

dilakukan terkendala Oleh kOndisi keuangan daerah yang mengalami

perencanaan densit Tahun 2018 direncanakan untuk diusulkan

pembangunan gedun3 hal ini menglngat DED pembangunan gedung

sudah dibuat dan tahun 2015′
 namun pembangunan belum bisa

dilakukan karena terkendala keterbatasan dana darl APBD.Pada tahun

201% pembangunan gedung Balai Pengukuran Kbmpetensi Pegawai

juga telah diusulkan

PROGRAM DAN KECIATAN

Rencana Program yang diusulkan pada tahun 2019 rneliputi 8 program yaitu:

Prograrn Pelayanan Administrasi Perkantoran:

PrOgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu.

Program Peningkatan Pengembangan sistem PelapOran capaian lcnerJa dan

Keuangan,

Program perencanaan,pengadaan Pegawai dan Penge101aan Data Kepegawaian′4
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Sehingga diharapkan semr
waktunya. 

ta usulan kenaikan pangkat dapat selesai pada

Pemberian kenaikan pangkat bagi pNS pada masa mendatang akan lebihmempertimbangkan kualifikasi persyaratan jabatan formasi dankebutuhan organisasi, artinya seorang pNS yang telah memenuhipersyaratan untuk diangkat dalam pangkat dan golongan lebih tinggidapat diangkat selama fc

mend ukung har ini, ke r.r::ilTil::,'"L,r_*lri"lTHili
jabatan pada setiap jenis jabatan dengan mensyaratkan gorongan danpangkat yang ditentukan

diberrakukannya kebijakan,"::il#":1"r,*"H:r;* 
r:_belum ideal, diharapkan secara bertahap mendekati ke bentuk idealnya,

Semenhra itu, keterlambata

ke atas dikarenakan birokr 
sK pengangkatan bagi PNs golongan IV/c

sekrerariat *"r,., ."."r"'f'.::Hlrl' H'H":H,H ;;sendiri sudah diantisipasi dengan pengaiuan lebih awal, namun kendala
keterlambatan ini berum sepenuhnya bisa dihindari tapi keterlambatan
hanya bisa dikurangi.

10. Meningkatkan pengelolaan pensiun pNS
Belum optimalnya sistem ir
penyebab masih adans,a -.HLTTff ' #;::j:,T:,:1:
PNS/PTI. perlu bezeeting pNS calon pensiun secara akurat sehinggaterinformasikan data semua pegawai yang akan memasuki masapensiun' Hal ini dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pensiun yang akan merugikan pegawai caron pensiun.
Pemanfaatan SApK juga sa

pensiun bagi pNs. 
lngat mendukung layanan pengelolaan

Pembekalan bagi pNS calon pensiun akan dilaksanakan secara reguler
dan pembekalan kewirausahaan bagi pNS calon pensiun. pembekalan
reguler dititikberatkan pada pemberian pengetahuan pada aspekadministratif dan psikologis pNS calon pensiun. pembekalan
dimakudkan untuk memberikan pengetahuan tentang administrasi
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8.Meningkaaun mutu layanan danieiaringketta Balai PKP

Lembaga pengukuran kompetensi di daerah lain telah mengalami

kemaluan yang pesat.Halini memacu lembaga selenis untuk senandasa

mengembangkan din untuk meraih pangsa pasar dan menghadapi

persaingan Tahap awal perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan

pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.Tahap selanlutnya

diikuti dengan pembenahan manalemen,pembenahan lnetOde pemasaran

agar eFektif sena mengembangkan ittaring untuk mencapai pasar yang

lebih luas.

Pembenahan manttemen dimattudkan untuk menlaga konsistensi sistem

dan prOsedur serta peningkatan kualitas layanan dan produk yang

dihasilkan. sebagai bahan pengambilan kebijakan, prOduk pengukuran

kompetensi dituntut memiliki tingkat akurasi,relevansi dan kehandalan

yang tinggi serta cepat untuk memenuhi kebutuhan pihak_pihak yang

berkepentingan,baik di dalam maupun luar Pemerintah Daerah Daerah

istimewa Yogyakarta. Pengembangan Balai PKP diupayakan melalui

kaderisasi dan peningkatan kualitas Assessott pengembangan alat ukur・

peninglKatan sarana prasarana serta penguatan ittaring kemitraan dengan

daerah lain secara bertahap dan berkelaniutan

9, Pclaksanaan Sistem Kenalkan Pangkat

Adanya kesettangan dalam penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat

bagi PNS merupakan tantangan yang harus diselesalkan. Perbaikan

pelayanan senantiasa harus dilakukan antara lain dengan melakukan

koordinasi intensif dengan BKN RI maupun BlcN RegiOnal sebagai mitra

ke,a dalam penyelesaian kenailKan pangkat PNS.Untuk mempertahankan

konsistensi pelayanan,perlu penlagaan"″ eJ″ yang tenntegrasi antar

instansi disertai Optimalisasi mngsi sistenn inforlnasi Kepegawaian yang

Sudah ada Pada fase ini akan diOptimalkan peran sistem Administrasi

Pelayanan Kepegawaian 〔SAPКo untuk mendukung layanan kenaikan
pangkat bagi PNS Pemanfaatan Sistem yang didukung Oleh akurasi data

kepegawaian yang terlntegrasi akan memudahkan proses layanan



dalam  aspek  kebudayaan  yakni  dengan  pengungkapan  kembali

kebudayaan 10kal untuk pelestarlannya di lingkungan PNS Pemerintah

Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta, hal ini di"■
,udkan dengan

pemakaian pakaian tradisiOnal Yogyakarta setiap Kamis Pahing dan iuga

han_hari khusus lainnya dan,uga penggunaan bahasa jawa pada hali

Jum● tyang telah diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Mengembangkan Sistem lnfOrmasi Kepegawaian secara terintegrasi

Sistem lnfollllasi lcepegawaian dapat dimanfaatkan untuk mendukung

berbagai layanan di bidang kepegawaiaL namun pengembangan sistem

ini belum Optimal. Data dan infOrmasi kepegawaian yang akurat

dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepegawalan.

Kemudian belum tersedianya portal khusus kepegawaian yang dike101a

oleh Badan Kepegawaian DaeraL meniadikan 
″′dα′″ data yang

seharusnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah masih bergantung

pada instansilalnl sehingga memperbesar terladinya pOtensi kesenlangan

dalam validitas data selattutnya belum terhubungnya/ter‐
″″れnya

sistem infollllasi kepegawaian dengan instansi csoTЮ
 baru dan instansi

terkait terutama dengan instansi―
instansi pengelola kepegawaian sepertl

BKN dan 3adan Kepegawaian Daerah Kbta dan Kabupaten.

Integrasi sAPK dan SIMPEC tidak mudah,karena struktur data masing_

masing daerah tidak sama. saat
ini tengah dilakukan penyetaraan

struktur data dengan data BKN Antisipasi yang bisa dilakukan adalah

dengan melakukan sinkrOnisasi data dari sIMPEG ke SAPK untuk

mettembatani perbedaan data BKN dengan data yang ada

Permasalahan tersebut mettadi dasar perencanaan pengembangan

Sistem lnfollllasi Kepegawaian yang tenntegrasi yang dilakukan dalam

kurun waktu 5 tahun mendatang untuk memenuhi kebutuhan pengguna

infollllasi, sistem lnfOl=llasi Kepegawaian akan dikembangkan secara

bertahap agar sesuai pemanfaatannya sehingga sistem ini akan mampu

menyediakan informasi yang akurat serta trp 
εο dattσ bagi pengambilan

kebllakan
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lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yos/akarta. pola karir
akan menjadi ped oman atau guidance yang ielas tentang perjalanan karir
PNS di lingkungan pemerintah Daerah DIy sejak menjadi CPNS sampai
pensiun. Adanya pola karir yang jelas akan mendorong pNS untuk terus
meningkatkan prestasi kerianya, Dan pola karir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan prinsip-prinsip dalam meit system,

5. Meningkatkan Keseiahteraan pegawai

Dalam rangka memperbaiki tingkat keseiahteraan pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogfakarta, selama kurun waktu ini akan dilaksanakan
pemberian tuniangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja
berdasarkan pada kinerja individu dan instansi bagi pNS dan pTT di
Iingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yoryakarta. pemberian

tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja
merupakan wujud pengharga an atau rewatd bagi pNS sesuai dengan
kinerianya. Penghargaan yang diberikan bagi pNS berupa pemberian
penghargaan Satyalancana l(arya Satya dengan perhitungan masa kerja
pengabdian 10, 20 dan 30 tahun masa keria.

Selain diberikan tuniangan tambahan penghasilan tersebut, setiap
tahunnya juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui
pembinaan kegiatan olahraga bagi pNS, fasilitasi JKK/JKM yaitu
pemberian bantuan perawatan bagi pNS/pTT yang sakit atau meninggal
karena tugas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. pemberian

keseiahteraan iasmani dan pelayanan kesehatan bagi pNS/pIT
merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yoryakarta terhadap sumber daya aparaturnya.

6. Membentuk pNS yang berkaraliiter dan melestarikan budaya
Pembentukan karakter pNS yang berbudaya dapat dimulai sejak CpNS
pengembangan ketika sudah menjadi pNS. I(arakter ini dimaksudkan
untuk memperkuat iati diri bangsa dan mendukung keistimewaan Daerah
Istimewa Yoryakarta dalam aspek sumber daya aparatur. Dukungan
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dalam Jabatan Fungsional Umum dan ,abatan FungsiOnal Tertentu

mempe雨mbangkan hasil pemetaan,abatan dan fOrmasi Sedangkan

penempatan dan distribusi PNS dalam iabatan memperttmbangkan hasil

penilaian pOtensi sesuai rekOmendasi hasil Tes Psiko10gi maupun hasil

Assessment Center tanpa mengabaikan hak‐
hak PNS sesuai dengan nilai‐

nilai demOkratis,transparansi dan keadilan.     Rekomendasi     ini

mengacu pada analisis iabatan yang akuntabel terutama menyangkut

kualinkasi pegawai rneliputi pendidikan,diklat teknis serta pettaringan

minat dan bakat pegawai Penempatan seseorang dalam ,abatan

diharapkan sesuai dengan kualiflkasi pendidikan′
 kOmpetensi, bakat

kemampuan,peminatan pegawai, kebutuhan instansi dan iuga kinela

pegawal.Pada masa mendatang・ adanya rencana perubahan manalemen

kepegawaian akan membawa konsekuensi pada penataan personil pada

jabatan yang baru maupun pemenuhan kelembagaan yang terbentuk

Peranan Balai pengukuran Kbmpetensi pegawai diharapkan dapat

membeHkan rekOmendasi dan penilaian yang memadai. Pegawal yang

akan ditempatkan dalam,abatan tertentu merupalKan pegawai yang

benar― benar telah diseleksi secara Obyektif dan sesuai dengan pnnsip‐

prinsip′ηarlt,ソS3σ

“
′yaitu pegawai―pegawal yang rnemenuhi persyaratan

dalam manajemen suksesi.

Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala

sebagai upaya penyegaran ke,a dan peningkatan wawasan dan keahlian

kerla Rotasi pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan

penelusuran kemampuan kerla dan keinginan setiap PNS sesuai prinsip

Thθ Иbiliり J●わ′ια″グTねθ λrsOnal17」Ob■ι(Robbin、 2000)untuk
kepuasan dan efemvitas kerla perlu ada kesesuaian antara kemampuan

dan ienis kepribadian kerla dengan kualinkasi pegawai yang akan

dirOtasl.

4.Mengembangkan pOla karir PNS

Keberadaan pedOman dan gυ idαη
`θ
 penyusunan pOla karir secara

nasional dan institutional perlu meniadi priOritas DraFt pola brir perlu

dikembangkan dan dirumuskan sebagai pedOman pOla lcarir PNS di
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b〕  PembeHan kesempatan dan fasilitasi bantuan biaya tugas belttar dan

diklat lain‐ lain untuk mengirllnkan aparatur dalam pendidikan dan

iatihan baik yang bersifat kedinasan cgelaっ
maupun dilKlat teknis

■ngsiOnal(nOn gelarD Serta melakukan sOsialisasi dan fasilitasi atas

tawaran kettasama penyelenggaraan diklat bagi aparatur di

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta.

Pengininan aparatur dalam tugas belalar dan ikatan dinas dengan

mempertlmbangkan fOrmasl kebutuhan yang ada

C〕  Pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelathan teknis

hngsiOnal dan kepemimpinan bagi aparatur untuk meningkatkan

wawasan, kapasitas, kompetensi dan klne,a pegawai serta

mendukung keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta.PengiHman

aparatur  dalam  pendidikan  pelatihan  diharapkan  mampu

meningkatkan kemampuan,kOmpetensi serta perubahan pola piki島

moral dan perilaku aparatur.

d)Bimbingan Teknis Peraturan Perundang‐
undangan di Bidang

Kepegawaian  untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis  dalam

implementasi peraturan perundangan di bidang kepegawaia■
yaitu

dalam rangka pemahaman atas peraturan perundang‐
undangan di

bidang kepegawaian sehingga tidak ada salah taFsir

e〕 Pengembangan sumber daya Penge101a Balai Pengukuran

Kompetensi   Pegawal untuk meningkatkan kemampuan dan

meM八Judkan lembaga pengukuran kompetensi pegawai yang handal

dan berdaya saing・  dengan dilakukan berbagai macanl pelatihan

assessOr・  magang serta meningkatkan promOsi Balai Pengukuran

Kornpetensi Pegawai.

3.Menempatkan Pegawaisesual dengan Kompetensi

Pelaksanaan penempatan PNS dalam iabatan berdasarkan prinsip

`m“
“
′αtkall οra●θノαηθにpαι d〆a"ブαbαια″ノαηθ

“
pαι″Sesuai dengan

kompetensi serta kualinkasi yang dimiliki  Penerapan prinsip ini

memerlukan alat yang bisa mengenali kOmpetensI PNS dan alat untuk

menetapkan standar kOmpetensijabatan,Penempatan dan distribusi PNS
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Sementara komposisi pegawai mulai menuniukkan adanya
ketidakseimbangan pada golongan tertentu. Hal ini apabila tidak
diimbangi dengan perekruitan pegawai baru akan berpengaruh terhadap
kinerja aparatur di pemerintah Daerah Daerah Istimewa yoryakarta.

Kondisi ini iuga ditambah dengan kualitas pendidikan mereka yang
masih rendah. Ketidakseimbangan antara jumlah pNS dengan iumlah
penduduk yang dilayani menyebabkan perlu dilakukan pembenahan
dalam sistem rekruitmen pegawai.

Melakukan rekruitmen pegawai non pNS kontrak untuk mengurangi
permasalahan semakin berkurangnya lumlah pegawai dikarenakan purna
tugas dan mengatasi kesenjangan iumlah pegawai dikarenakan kebiiakan
pemerintah pusat terkait moratorium penerimaan CpNS. Kebijakan
rekruitmen non PNS kontrak sudah dilakukan sejak tahun 2016.

2. Meningkatl€n Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di
lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yograkarta akan
dilakanakan dengan strategi berikut:

a) Analisis Kebutuhan Diktat dilaksanakan setiap tahun dengan
memperhatikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan
kemanfaatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi
aparatur. penguatan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam
pelaksanaan seleksi calon peserta baik seleksi diklat teknis maupun
diklat formal, merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung peran
dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan
profesionalisme aparatur. Banyaknya penawaran diklat dan
beasiswa, dari berbagai lembaga penyelenggara diktat baik dalam
maupun luar negeri memberikan peluang yang terbuka bagi aparatur
untuk meningkatkan profesionalitasnya, namun demikian, perlu
diupayakan filter agar pilihan diktat dan peserta diklatnya tidak iauh
berbeda dengan perencanaan diklat dan kebutuhan organisasi.

Ｅ
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Strategi

Strategl untuk meル νttudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta

dirumuskan θraηd■etta penge101aan man■ emen kepegawaian Badan
Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2017‐

2022,
melipud:

1.Meningka臨n sistem Rehuimen Pegawai

Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pembenahan dalam sistem

perekruitan pegawai  sistem diawali dengan penyusunan pedoman

pengadaan  pegawai  sesuai  dengan  peraturan  dan  berdasarkan

kompetensi, perumusan dan penyusunan  fOrmasi yang tepat sesuai

dengan analisis kebutuhan pegawai Mekanisme ini akan menghasilkan

acuan atau pedOman dalam pengadaan pegawal.

Saat ini tengah tettadi kesettangan dalam kOmpOsisi pegawai yang ada.

Sementara kebり akan fOllllasi darl pemenntah Pusat terkadang tidak

sesuai dengan usulan fo=11lasi yang dibutuhkan Oleh Pemenntah Daerah.

Akibatnya, Daerah cenderung mengalami kekurangan pegawal untuk

kualiflkasi jabatan dan goIOngan tertentu Keb,akan MOratOnum
Penerimaan  cPNS  ,uga  menuntut  Pemerintah  Daerah  untuk

melaksanakan redistribusi dan penataan kembali atas pegawai yang

meniadi kewenangannya・  melakukan analisis beban ketta, melakukan

evaluasi kelembagaan sena menyusun proyeksi kebutuhan pegawai

Selama 5 tahun ke depan(2017‐2022〕 Proyeksi kebutuhan pegawai yang

dihasilkan akan menginfOrmasikan ,umlah pegawal yang dibutuhkan

daerah untuk mampu mendukung penyelenggaraan pemerlntahan secara

optimal

Secara kuantitas,jumlah sumber daya aparatur(Pegawai Negen Siplり
di

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta yang

memberikan pelayanan ,uga dirasakan sangat minim′
 yaitu dengan

formasi yang dibutuhkan sekitar 16.608 oran&hanya tersedia 16.232

orang, sedap tahun tettadi pengurangan jumlah karena pensiun.
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pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi
dan tugasnya.

B. TUIUAN dan SASAMN RENJA oRGANIsAsI PEMERINTAH DAERAH

1. Tuiuan

Tujuan pelakanaan program dan kegiatan hhun 2019 sesuai
permasalahan yang ada, dapat diformurasikan dari isu strategis bidang
kepegawaian yang ada yaitu :

" Mewuiudkan peningkatan Kualitas Manaiemen Aparatur Secara
Efisien dan Efektif dalam pelayanan publik Secara profesional,,

2, Sasaran

Sasaran peraksanaan program dan kegiatan tahun z01g Badan
Kepegawaian Daerah Daerah Isstimewa yogyakarta adalah sebagai berikut:

" Meningkatnya kualirrs manaiemen aparatur secara efisien dan
efektif dalam pelayanan publik secara profesional"

Dari sasaran yang ada, maka dapat diuraikan juga yang menjadi visi, misi
serta strategi yang diterapkan oreh Badan Kepegawaian Daerah Dae*h
Istimewa yosrakarta dalam mencapai tuiuan.

Visi Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan merupakan suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan. visi misi Gubernur daram RpJMD DIy periode
Tahun 2017 - 2022 yakni,Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk
Kemuliaan Martabat Manusia Jogia.,

10.
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BAB ⅡI

TUJUAN,SASARAN′ PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TEIITAH TERHADAP XIBUAKAN NASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yogyakarta yang
dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa yos,akarta
Nomor 1 Tahun 201g tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yos/akarta, yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yoryakarta Nomor ..,... Tahun 201g, Badan Kepegawaian Daerah
mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kepegawaian, dan peraturan Gubernur Daerah Istimewa yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2015 tentang pembentukary susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Keria Unit pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian
Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk
melaksanakan tugas tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai
fungsi:

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

3. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

5. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian pemerintah

I(abupaten/Kota;

6. pelakanaankegiatanketatausahaan;

7. fasilitasi kesekretariatan Dewan pengurus KORPRI DIy;
8. pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

kepegawaian;
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D.  REVIu TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

l.   Kurun waktu untuk ke」 atan yang sifatnya mendesak Oleh lcebi,akan

PemeHntah pusat sering tettadi angka besarnya dana tidak selalu tepat

dan sering kali kurang dan penangannya belum lnaksimaL dimana dengan

dana yang ada OPD dituntut untuk bisa memanfaatkan semaksimal

munghn mesklpun kemunghnan kurang sangat besar

2.   Kebijakan di tahun 2017 sudah dikembalikan kepada tugas fungsi

masing‐ masing bidang untuk lebih memudahkan koOrdinasi, namun

masih ada yang tidak disetujui Oleh TAPD,yaitu di kegiatan penegakan

disiplin dan ,uga pengembangan sistem infOrmasi kepegawaian yang

ternyata masih diampu Oleh lintas bidang

3.   untuk tahun 2017,sudah kembali dilakukan rasiOnalisasi dan penataan

kembali program kegiatan sesuai tugas fungSi rnasing_masing bidang dan

juga relevansi biaya dalam analisis standar belanla yang lebih logis

4  Tahun 2018 dilakulKan pemetaan pegawai dalam rangka manalemen

suksesi dalam rangka persiapan penataan pegawai untuk kelembagaan

baru untuk rnemperOleh pOtret pegawai sesuai kompetensinya

5.   Tahun 2018 dilakukan penataan kelembagaan baru,namun masih ada

prOgram yang kegiatannya dilaksanakan dan diampu lintas bidang serta

ada kegiatan yang menladi subkeglatan sehingga kesannya subbidang

tersebuttidak nampak

6.  Pelaksanaan meHt system secara bertahap dalam rangh implementasi

Undang‐ undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara demi

tercapainya manalemen ASN.
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2, Tantangan

a. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated

dan berbasis kineria;

b. Pengadaaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai

dengan kebutuhan riil di lapangan;

c. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar

kompetensi jabatan dan penempatan pNS yang belum berdasar pada

kompetensi iabatan;

d. Belum optimalnya penyelesaian kenaikan pangkat sehingga masih

ada kesenjangan dalam penyelesaian tepat waktunya;

e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;

f. Belum adanya pola karir pNS yang diladikan acuan dalam

pengembangan karir PNS;

g. Belum dilakanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai

dengan perundangan yang berlaku;

h. Adanya anggapan instansi basah dan instansi kering yang

merupakan cerminan masih belum meratanya distribusi

kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan pengembangan sistem

reword and punishment;

i. Banyaknya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri yang

belum dirindaklanjuti;

i. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensij

k. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara

konsisten dan konsekuen;

I. Belum optimal dan terintegrasinya aplikasi teknologi informasi (TIJ

dan sistem informasi (SI) kepegawaian sebagai dukungan dalam

penyediaan bahan kebiiakan di bidang kepegawaian.

m. Penyelenggaraan seleksi terbuka dalam pengisian labatan pejabat

Eselon I dan II sebagai amanat dari Undang-undang ASN, sehingga

menuntut keterbukaan informasi serta independensi dalam

pelaksanaannya.
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6, Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Keseiahteraan Pegawai

a. Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur;

b. Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun.

7. Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah

a. Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu.

8, Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai

a. Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi.

C. 6U-ISU STMTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Peluang

a. Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta sering dijadikan

sebagai pilot project dalam kebiiakan penanganan kepegawaian

sehingga menjadikan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa

Yoryakarta sebagai salah satu tuiuan studi banding dalam

mana.iemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;

b. Banyaknya tawaran keriasama dalam pengukuran kompetensi bagi

calon Peiabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;

c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun

diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

dan swasta;

d, Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan

kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah

dengan pengakuan keistimewaan yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta;

e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami

kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai

untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
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Tahun anggaran 2018, Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan 21

kegiatan dari 8 program. Program dan kegiatan dimaksud dapat diuraikan sebagai

berikut:

1, ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran;

a. Penyediaan fasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantorau

b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;

c. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturi

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;

b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;

d. PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional.

3, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kineria dan Pelaporan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;

c, Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan

Data dan Informasi;

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD.

4. Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data

Kepegawaian

a. Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur;

b. Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur;

5. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier

Pegawai

a. Penegakan DisiPlin Aparatuc

b. PengembanganProfesionalismeAparatur;

c. Pengelolaan fabatan dan Perpindahan Aparatur.
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mufu

4. 04.. 01.00. 20.005. Pembinaan

Kapasitas

Kemitraan

Pengukuran

Kompetensi

Meningkatr

ya

kompetensi

SDM

assessor

melalui

diklat dan

pelatihan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kesepakata

n keriasama

pengukuran

kompetensi

2

kesepakata

n

2

kesepaka

tan

2

kesepakat

an

2

kesepakata

n

100%
2

kesepakata

n

100% 100%

Terlaksana

nya uji

sertifikasi

profesi

25 org 25 org 25 org 100% 25 org 100% 100%

Meningkatr

ｎａｍａ
ｈａｍ

　

Ｐ

ａ
　
　
ｅ

　

＾ゝ

ｙ

　

ｐ

　

Ｌ

40 org
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memenuhi

standar

kompetensi

kediklatan

[data PNS

dikirim

diklat dan

mengikuti

diklat di

Badiklat)

SDM

aparatur

yang

memenuhi

standar

kompetensi

pendidikan

100 org 165 org 165 org 165 org 100% 165 org 100% 100%

4. 04.. 01.00. 20.004. Pengelolaan

Sertifikasi Layanan

Mutu

Peningkata

n kapasitas

SDA melalui

sertifikasi

layanan

1 lap l lap l lap l lap
100% l lap 100% 100%
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organisasl

dan

aparatur

Pornas

Korpri
1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 100% 100%

PengiHman

Pornas

KorpH DIY

1 keg

Fasilitasi

jKK/JKN
10 org 20 org 10 org 20 org 100% 20 org 100% 100%

Penghargaa

n

satyalancan

a karya

satya

550 org 582 org 400 org 582 org 100% 582 org 100% 100%

4. 04. 01.00. 20. PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

APARATUR

4. 04.. 01.00. 20.002. Pengembangan

Profesionalisme

Aparatur

SDM

aparatur

yang

350 org 550 org 250 org 550 org 100% 550 org 100% 100%
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faktual

terhadap

seluruh

aparatur

pemda DIY

Arsip file

perorangan

dan kolektif

7900 arsip 311arsip 300 arsip 311 arsip 100% 300 arsip 100% 100%

Dokumen

kepegawaia

n yang

terintegrasi

20500 SK 20500 SK 20500 SK 100% 20500 SK 100% 100%

4. 04.. 01.00. 17.072. Pengelolaan

Kesejahteraan dan

Penghargaan

Aparatur

Lomba MTQ

4 cabang 3 org 3 org 3 org 100% 3 org 100% 100%

Lomba

olahraga

ASN Pemda

DIY

5 cabang 5 cabang 5 cabang 5 cabang 100% 5 cabang 100% 100%

Peningkata

n kinerja
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 100% 100%
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Kepangkatan dan

Pensiun

pangkat

terpadu

Pemensiuna

n pegawai

akurat dan

tepat waktu

700 org 643 org 1000 org 643 org
64.30

% 1000 org 64.30% 64.30%

Kenaikan

pangkat

akurat dan

tepatwaktu

900 org 1008 org 2500 org 1008 org
40.32

% 2500 org 40.32% 40.32%

Pembekalan

PNS calon

pensiun

700 org 1093 org 1000 org 1093 org 100% 1000 org 100% 100%

4. 04.. 01.00. 17.071. Pengelolaan Sistem

Informasi serta

Dokumentasi

Aparatur

Dokumen

kepegawaia

n peralihan

kewenanga

n

6500 dok 6500 dok 6500 dok 100% 6500 dok 100% 100%

Ketepatan

data simpeg

dengan

kondisi

13000

org

13000

org
13000 org

100% 13000 org 100% 100%
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or/Eselon

III,

Pengawas/

Eselon IV

dan V,

Kepala

sekolah

Pengisian

jabatan

fungsional

300 jab

Pengisian

jabatan

pelaksana

300 jab 2500 org 2500 org 2500 org 100% 2500 org 100% 100%

Pengisian

jabatan

pimpinan

tinggi

5 IPT

Perpindaha

n

aparatur/m

utasi PNS

100 org 100 org 100 org 100 org 100% 100 org 100% 100%

4. 04.. 01.00. 17.070. Pengelolaan Kenaikan 2 periode 2 periode 2 periode 2 periode 100% 2 periode 100% 100%
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4. 04.. 01.00. 17.060. Penegakan Disiplin

Aparatur

Penurunan

kasus-kasus

pelanggara

n hukum

13 kasus 15 kasus 14 kasus 15 kasus 100% 14 kasus 100% 100%

Pengelolaan

LHKPN
100 org 150 org 150 org 150 org 100% 150 org 100% 100%

Bimtek

peraturan

kepegawaia

n

1 keg 2keg 2keg 2 keg 100% 2 keg 100% 100%

Pemelihara

an mesin

presensi

244 unit

Pengadaan

mesin

presensi

35 unit 127 unit 127 unit 127 unit 100% 127 unit 100% 100%

Kartu

identitas

PNS

463

kartu
250 kartu 463 kartu 100% 250 kartu 100% 100%

4. 04.. 01.00. 17.064. Pengelolaan fabatan

dan Perpindahan

Aparatur

Pengisian

jabatan

administrat

100 jab
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terpetakan

Bimbingan

konseling

individu

20 org 20 org 20 org 2O org 100% 20 org 100% 100%

Bimbingan

konseling

kelompok

75 org 150 org 150 org 150 org 100% 150 org 100% 100%

AIat ukur

problem

analysis

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100% 100%

4. 04.. 01.00. 17.058. Perencanaan dan

Pengadaan Sumber

Daya Aparatur

Formasi

dan

proyeksi

kebutuhan

pegawai

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dok 100% 100%

Pegawai

rekruitmen

sesuai

formasi

400 org 550 org 200 org 550 org 100% 200 org 100% 100%

Penanganan

pegawai

tidak tetap

644 org 644 org 302 org 644 org 100% 302org 100% 100%
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4. 04.. 01.00. 17. PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

APARATUR

4. 04.. 01.00. 17.056. Pengukuran

Kompetensi

Pegawai

fumlah

aparatur/pr

ofesional di

luar dan

dalam

pemda DIY

yang

terukur dan

terpetakan

kompetensi

nya

760 org 220 org 232 org 220 org 100% 232 org 100% 100%

Profil

potensi

aparatur

luar dan

dalam DIY

yang

860 org '1.770 org 1810 org 1770 org
97.79

%
1810 org 97.79% 97.79%
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Tabel.2.1
Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Keria dan Pencapaian Rencana Strategis 2OL2 sld'2017

Kode

Urusan/bidang

urusan/program/ke

giatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

dan

Kegiatan

(output)

Target

kineria

capalan

program

Renstra

OPD s/d

thn 2018

Realisasi

target

kinerja

hasil

program

dan

keluaran

kegiatan

sld

tahun

20L7

Target dan realisasi kinerja

program dan kegiatan tahun 2017

Target

program/ke

giatan

(Renja OPD

thn 2017)

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra s / d, 20L7

Target

Renia thn

2017

Realisasi

Renia thn

2017

Tk.

Realisa

Si〔%〕

Realisasi

capaian

program/kegi

atan s/d thn

2077

Tk Capaian

realisasi

target

Renstra (%J

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. 04.. Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan

4. 04.. 01.00. BADAN

KEPECAWAIAN

DAERAH
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31. Pengembangan aparatur dapat terlaksana dengan baik dan telah tercukupi

dengan anggaran yang ada.

32. Pengembangan profesionalisme aparatur telah dapat melaksanakan

kegiatan dengan baik.

33. Pengelolaan labatan serta perpindahan aparatur bisa terlaksana dengan

baik.

34. Perpindahan aparatur telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan

dana yang ada.

35. Penghargaan dan keseiahteraan aparatur sudah terlaksana sesuai dengan

rencana.

36. Penegakan disiplin aparatur bisa terlaksana dengan baik
37. Penanganan kasus-kasus terkait disiplin pegawai bisa terlaksana dengan

baik.

38. Pengelolaan kepangkatan dapat terlaksana dengan baik meski dengan dana

yang ada.

39. Pemulangan pegau/ai yang pensiun telah dilakanakan sesuai dengan

iadwal yang direncanakan dengan dana yang ada.

40. Pengembangan ISO dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, yaitu pegawai di lingkungan pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari luar Daerah Istimewa

Yoryakarta.

41. Pembangunan database informasi kearsipan aparatur dilakukan dalam

rangka pengelolaan arsip kepegawaian di lingkungan pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yoryakarta dan sudah terlaksana dengan baik
42. Pengukuran kompetensi pegawai dapat terlaksana dengan baik
43. Pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi dapat terlaksana

dengan baik dalam rangka pengembangan ieiaring keria.

44. Pengembangan SDM assessor telah dilaksanakan dengan dukungan dana

yang ada.
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15. Pengelolaan arsip dinamis OPD sudah mendapatkan perhatian yang baik

dengan anggaran yang ada.

15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor bisa tersedia sesuai dengan

kebutuhan dan dana yang ada.

17. Pengadaan peralatan gedung kantor tercapai sesuai target dan keuangan

yang sudah dianggarkan.

18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor telah tercukupi dengan dana

yang telah dianggarkan.

19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional telah tercukupi

dengan dana yang dianggarkan.

20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor telah tercukupi

dengan dana yang dianggarkan.

21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah tercukupi

dengan dana yang dianggarkan.

22. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur telah tercukupi dengan dana yang

dianggarkan.

23. Fumigasi arsip dan termit kontrol sudah dilakukan terhadap 3 ruang arsip.

24. Penyusunan laporan kinerla OPD telah terlaksana dengan baik dan telah

tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

25, Penyusunan laporan keuangan OPD dapat dikeriakan sesuai dengan

rencanan dan telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

26. Penyusunan rencana program kegiatan OPD serta pengembangan data dan

informasi serta pengelolaan website dapat terlaksana dengan baik dan

telah terpenuhi dengan anggaran yang ada.

27. Monitoring dan evaluasi pelakanaan program kegiatan OPD dapat

dilaksanakan dengan baik dan iuga bisa berialan sesuai dengan dana yang

telah dianggarkan.

28. Penyusunan formasi serta proyeksi kebutuhan pegawai terlaksana dengan

baik dan dapat tercukupi dengan anggaran yang ada.

29. Pelaksanaan seleksi pegawai dapat terlaksana dengan baik dan anggaran

bisa tercukupi.

30. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi aparatur sudah

dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
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B. ANALISIS KNERJA PEIITYANAN OPD

Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kineria sesuai

rencana meliputi kegiatan:

1. Penyediaan iasa surat menJrurat telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan

dana yang dianggarkan.

2. Penyediaan iasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah tercukupi

dengan dana yang d ianggarkan.

3. Penyediaan iasa peralatan dan perlengkapan kantor telah tercukupi

dengan dana yang dianggarkan.

4. Penyediaan lasa pemeliharaan dan periiinan kendaraan dinas/operasional

telah tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

5. Penyediaan iasa administrasi keuangan telah tercukupi dengan dana yang

dianggarkan.

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor telah tercukupi dengan dana yang

dianggarkan.

7. Penyediaan alat tulis kantor telah tercukupi dengan dana yang

dianggarkan.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah tercapai dan terpenuhi

dengan dana yang dianggarkan.

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah

tercukupi dengan dana yang dianggarkan.

10. Penyediaan peralatan rumah tangga telah tercukupi dengan dana yang

dianggarkan.

11. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah

tercapai targetnya dan tercukupi anggarannya.

12. Penyediaan makanan dan minuman telah tercapai sesuai target dan dana

yang dianggarkan juga terserap sesuai kebutuhan.

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bisa terlaksana sesuai

dengan target )Eng ditetapkan dan iuga anggaran yang disediakan.

14. Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat keria, dana yang

dianggarkan mampu menyediakan tenaga keamanan sesuai targeL
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BAB II

EVALUASIPELAKSANAAN RENCANA KERIA OPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PEUIXSANAAN RENCANA XIRJA OPD TAHUN U|LU (2014 dan

CAPAIAN RENSTRA OPD

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kineria

hasil/keluaran yang direncanakan terdiri atas:

1. Pegukuran Kompetensi Pegawai

Capaian kinerla kegiatan pengukuran kompetensi pegawai adalah sebesar

99,7570, ketidaktercapaian ini dikarenakan adanya permindahan metode

pengukuran dari metode assessment center menjadi metode quasi dan juga

adanya pembatalan pengukuran kompetensi dari pihak pengguna padahal

sudah terladwalkan pengukurannya. Perubahan metode pengukuran

kompetensi maupun pembatalan pengukuran kompetensi memiliki

pengaruh terhadap capaian kinerja fisik maupun keuangan.

2. Pengembangan ProfesionalismeAparatur

Capaian kinerja kegiatan pengembangan profesionalisme aparatur adalah

99,00o/o, bal ini dikarenakan belum bisa terlaksananya beasiswa pendidikan

51 bagi PNS yang sedianya diselenggarakan bekerja sama dengan UpN

belum bisa terealisasikan karena belum ada ijin dari Kemenristekdikti

dikarenakan syarat untuk dapat mengikuti pendidikan 51 di perguruan

tinggi negeri adalah tiga tahun setelah kelulusan sekolah menengah atas.

Peserta Diklatpim ada yang terkendala masalah kesehatan sehingga belum

bisa diikutkan kegiatan. Ketidaktercapaian kineria fisik iuga berperangaruh

terhadap penyerapan anggaran sehingga capaian keuangan juga tidak dapat

terselesaikan sesuai dengan perencanaan.
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f. Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan

program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

D, SISTEMATIKAPENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renia OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

C, lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD DIY

D. Review terhadap rancangan awal RKPD

E. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASAMN, PROGMM DAN KEGIATAN

A, Tujuan terhadap kebiiakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja

C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



evaluasi pembangunan daerah Tahun 2019. Maksud penyusunan Renia OpD
yaitu:

a. Sebagai dasar acuan khususnya bagi aparatur Badan Kepegawaian

Daerah Daerah lstimewa yoS/akarta dan berbagai stakeholder yang

terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1

(satu) tahun;

b. Sebagai petuniuk arah serta pedoman dalam menyusun Rencana

Operasional Pelaksanaan program Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa yoryakarta selama 1 (satuJ tahun anggaran.

2. TUJUAN

Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yogyakarta

disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menlabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijaka4 program dan Kegiatan yang

dilengkapi dengan indikator kineria dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra OpD dengan menggunakan pagu

dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan

maiu untuk tahun anggaran berikutnya,

b. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka
pelakanaan program dan kegiatan dengan koordinasi dan saling
melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola

tindak.

Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi
dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektifdan efisien;

Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar
unit keria di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yoryakarta

dan dengan stakeholder lainnya dalam pelakanaan tugas dan
fungsinya;

Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap
perubahan yang mungkin teriadi,

d
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11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah (RPJPDJ

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 1 Tahun

2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yoryakarta;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPfMD) Daerah

lstimewa Yoryakarta Tah:n 2017 -2022;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yoryakarta Nomor..., tahun ....

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Keria

Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 116 Tahun 2015

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Keria Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 20 Tahun 2018

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah lstimewa

Yoryakarta Nomor 050/03516/2018 r.anggal9 Mei 2018 tentang Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yo$/akarta Tahun 20L7 - 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAXSTID

Renia OPD disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yoryakarta untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,

baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini

juga akan menjadi acuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan

14
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4

5

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

442L);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yoryakarta;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578J;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapa& Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah Dan Rencana

Pembangunan fangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah, Rencana Pembangunan

langka Menengah DaeralL Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pegelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 11 tahun 2008;

7
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4. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat yang masih belum mengakomodir

kebutuhan diklat aparatur di pemda Daerah Istimewa yogyakarta.

5. Pemetaan kebutuhan, pengelolaan serta pengembangan aparatur

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yogyakarta yang belum tersusun

secara sistematis.

6. Masih rendahnya tingkat penghasilan dan kesejahteraan pNS.

7. Kineria PNS masih perlu ditingkatkan, khususnya tingkat kedisiplinan

pegawai.

8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penuniang

urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang meniadi kewenangan

kabupaten/kota.

9. Pehkanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

fungsi dan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yograkarta menJrusun Renja sebagai
peniabaran dari perencanaan strategis lima tahunan dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yograkarta.

Rencana Keria merupakan dokumen perencanaan Satuan Keia
Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen
perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yoryakarta sebagaimana tertuang dalam
dokumen RPIMD Daerah Istimewa yogyakarta dan terjabar ke dalam
Perencanaan Strategis Organisasi perangkat Daerah (OpD) Daerah Istimewa
Yoryakarta .

LANDASAN HuKUM

l   Undang‐undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

lstimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang―undang Nomor 9 Tahun 1955,

9



Tabel I.4

fumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekeriaan

Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

berada di luar komplek Kepatihan yaitu di falan Kyai Moio No. 56 Yogyakarta.

Kondisi ini mempengaruhi kebutuhan barang jasa, sarana dan prasarana yang

dibutuhkan lebih dari instansi lainnya. Barang dan jasa yang dibutuhkan

meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana

prasarana yang dikelola. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang ada

cukup memadai untuk mendukung aktivitas pelayanan di bidang kepegawaian.

Seiring perjalanan waktu, kondisi gedung perkantoran mulai mengalami

kerusakan. Demi kenyamanan tempat kerja, direncanakan untuk membangun

gedung perkantoran baru. Tahun 20L9 direncanakan untuk mengajukan

pembangunan gedung untuk Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

Permasalahan umum bidang kepegawaian yang menjadi tanggung jawab

Badan Kepegawaian Daerah antara lain:

1. Alokasi dan distribusi PNS belum merata.

2. fumlah dan kualitas PNS belum memadai sesuai kebutuhan jabatan.

3. Penempatan PNS dalam jabatan masih kurang sesuai dengan standar

kompetensi jabatan, kualifikasi pendidikan dan perlu adanya pola

pembinaan karier PNS.

L

6

L4

81

76

Kepala Badan Eselon II.a

Sekretaris/Kepala

Bidang/Kepala Balai Eselon III.a

Kepala Subbag/Subbid/Seksi

Eselon IV.a

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

1

6

74

726

6

iumber data : sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 37 Desember 2017

No Uraian

lumlah
Formasi Yang

Dibutuhkan

fumlah
Pegawai

YangAda
１

　

２

３

４

５

fumlah 153 r02
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Grank I.1

,umlah Pegawai BKD DIY Menurllt Golongan

Go11
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TabelI.3

Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
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TabelI.1

Junllah Pegawai BKD DIY Menurut,abatan

2θ17

TabelI.2

,unllah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan

Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 37

Desember 2077

１

６

　

１４

　

７８

５

Kepala Badan Eselon II.a

Sekretaris/Kepala

Bidang/Kepala Balai Eselon

III.a

Kepala Subbag/Subbid/Seksi

Eselon IV.a

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu

１

２

　

　

３

　

　

４

５

Sumbeidata : Sistem lnformasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember

6

INOI ⅢI■ ||||
||| ■ |■  ●| || || ●||● ,||●

|‐ 1,|●1111111

Laki- laki Plrempu・
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●

１

　

６

　

　

　

６
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．

一
　

一
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５
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ta6AgムA IIIlt
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Laki¨ laki 6 36 11 1 54

Perempuan 48 2 50

]umlah 6 84 13 1 104

Persen thd total (%) 5,77 80,77 12,50 0,96 100



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBEUTKANC

Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renia OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi

Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satuJ tahun.

Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan

misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yoryakarta sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPf MD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa yograkarta dan

terjabar ke dalam Perencanaan Strategis 0rganisasi perangkat Daerah (OpD).

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yoryakarta

sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa yograkarta Nomor ...... Tahun

2018, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian;

2. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;

3. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;

4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

5. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian pemerintah

Kabupaten/Kota;

6. pelaksanaankegiatanketatausahaan;

7. fasilitasi kesekretariatan Dewan pengurus KORPRI DIy;

8. pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

kepegawaian.

fumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Daerah
Istimewa Yoryakarta per 31 Desember 2017 sebanyak 104 orang dengan
3 orang PNS titipan. Komposisi pegawai berdasarkan iabatan, golongan,
tingkat pendidikan, jenis kelamin sebagai berikut :

5
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah swr yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIy rahun 20L9 yangmemuat rencana program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

IGmi berharap Rencana Kerja ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh

segenap pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan di unit kerja Bailan

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana ini dapat dipergunakan
sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian visi dan misi tahun 2019 di bidang

kepegawaian.

IGmi menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih banyak kekurangan, sehingga kami

mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan
penJrusunan Rencana Program keria di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi dalam penyelesaian pen)rusunan Rencana Kerja ini.
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;

b. undang‐ undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
lstirnewa Yowakartal

c. Undang‐ undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

d. Undang¨ undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ undang Nomor2 Tahun 2015;

eo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan,  pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah〔lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2008
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f, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun z0lz tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan fangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan
Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan

fangka Menengah Daerah, darr Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan fangka panjang Daerah (RplpD)
2005 - 2025;

h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Rencana Pembangunan fangka Menengah
2022;

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Z}LB;

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta i.lomor Z0 Tahun z01B
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2OI7-Z0ZZ;

k. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yoryakarta Nomor 050/03516 /2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa yogyakarta Tahun
20L7 -2022.

MEMUTUSKAN

Nomor 3 Tahun 2018
Daerah(RPIMD〕 2017-

Nomor 31 Tahun 2017

Daerah Istimewa

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Yoryakarta Tahun 2Ol9;

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yoryakarta Tahun 20L9 yang selanjutnya disebut Renja Badan
Kepegawaian Daerah adalah dokumen perencanaan Badan
Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istir4ewa
Yoryakarta Tahun 20L9 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
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